
GUBER.:NIJR l .JAMItUNG 

PERATURAN GUBERNUR ~AIY1FUNG
 

NOMOR ~ " ) TAHUN 2Cil8
 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI L/1.NGSUNG PE?IiERlNTAH DAERAH 

f,': cnimbang 

Mengingat 

DENCAN RAH:MAT TUHAN YANG MAH.i:' ESA 

(UBERL~·Uf<. LP.IVfPUNG, 

a.	 lra.hwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembarigan 
. 'perekon ominn daerah da 1<::.ill rangka pelaks anaan otonomi 

-laerah yang nyata dan bertanggungjawab, pemeriutah 
daerah dapat meiaku ka n investasi unt u k mernperoleh 
hiah-ra~t ekonorn), cI's;al dati. !atal ~ manfaat laiii~' ~ .\;.1 untuk 
m cn in gka tl.an dan rr -nambah surnber l;~ndap ,~,tan d a erah: 

b.	 uahwa dalam rar.gk a pen ingkatan pen geloiaan k euari gan 
Pemerintah Provine: Larnpung kht.susnya }-Icngelolaan 
kekayaan daer..h dalam bentuk investasi , agar lcbih tertib , 
efek t il, ei iaier. , L:anf;paran d a. i dapat 
(hpert<'IJ-~ggungjtlw<>b }:a n scsuai dengan peraturan 
v erundcillg-l.lTIdang':lD p~du diatur pen gelc laau nya ; 

1.;ahwa untuk melaksaria..ka n ketentuan Pa.s a i 4 Peraluran 
l-Ienteri Dalam Ne geri Nomor 5'2 Tahun 201:2 teritari g 
Pedom an Pengelolaan Irr....es tas i ~-jcme ri ntah Daer'ah , 
ditetapkan bahwa Kepala Daera.h diberikan kewenangan 
dalam pengelolnar investa«i pemerintah dacral . : 

d.	 11;J1w2. berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dim aksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c pcrlu mene ra pkan 
Peraturan Cubernur r...ampung ten tang l~'edo inan 
F<?n gelolaan Investasi Langsr ::1t, Pernerin tan D3.er8.Il; 

1	 Pasal 18 ayat (6) Undarig-Undang Dasar Negara R.epl~bl j k 

Indonesia Tahun 1945; 

2.	 Jnclang-Undal' g Norn or 14 Tah ~,n t entang 
Pembentukan t.ia erah Tingkat I La rnp u n g; 

3.	 Undang-Undar I~ Nornor 17 Tah u n 2003 te ri ta n g Kcuangan 
Negara (Lernba ran N ~; :. :a ;·a r~e ~nlblik Indonesia Tuhu n 2003 
j'bmor 47 , Tarnbal.a n :_emhtl a n Negara .R.epub. i \ Indonesia 
Nornor '+286); 

1	 - U 
1
N 

~ · 
1 ,-,1a un ' l () ( \ /1 

_ ' '''- tcn lang, . d 
G nJ.8 .. h 

L.: li. 1Q a n g nang 
Pcrbendaharaa n ~ ; e g2ra (I ernbaran Negara Republik 
lndoneaia Tah l.111 20('14 Nr.t. .or 5 , Tambahan Lernbaran 
I ~ \ ~ gara. Republi« Indor.esia Nornor 4"100); 

s.	 Undar g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcnt.ang 
Fcm cr ik aa a n Pengelolaan dan Tanggun g .Jawab Keuan gan 
~~cgara (Lernba.ran Negara Repu.'blik Indonesia Taliu n :200 -~ 

Nomor 66 , Tarr.bahan l.embaran Negar., Repu blik lr.donesi a 

r-~omor 4400); 
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6.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerii tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indone.Ja Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran 
negara Republi.k Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah 

.cliubah beberapakali terakhir dengan Undang-Unciang 
Nornor 9 Tahun 20] 5 (Lembaran Negara Repu blik fndonesia 
Tahun 20 15 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
:~epublik Indonesia Nomor 5679); 

7.	 Peraturan Pernerirr tah Nomor 58 Tuhun 2005 tern.ang 
Pengelolaan Keuarigan Daerah (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2005 Nomor ILiO, Tambahan Lernbaran 
Negara Republ .k Indonesia Nomor 4578) ; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Ua n g Negara jDaerah (Lem uara n Negara 
Pepublik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lernbaran Ncgara Repu olik Indonesia Nornor 47:)8); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nornor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 NO;1Jol' 14, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nom or 4812), sebagaimana Lelah 
d iubah dengan Peraturan Perneriritah Nomor 49 Tahun 
2CJ11 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~Oll 

Nomor 124, Tambahan Lernbaran Ne gara Rcpu blik 
Indonesia Nomor 5261); 

10.	 Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 201 C ten tang 
Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11.	 i-eraturan Perteriritah Nomor 'Xl Tahun ~~614 t.entang 
Pengelolaan :Jara n g Miiik NegarajDaerah (Lernbara n 
Negara Repul .Iik Indonesia Tahun 2014 Nornor 9~~ , 

Tarnbahari Le.nbarar, Negara Repub1ik Indone .sia Nomor 
S.<533); 

12 .	 Peraturan Pemerintah NOl" J-:0r 54 Tahun 2('.i 7 tentang 
Badan Usaha Milik Da crah (Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahun :2017 Nornor 305, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indo nesia N:;mor 6173) ; 

13.	 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 ten tang Pengad aan 
BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 rloroor 33.); 

11.	 Peraturan Merten Dalam Nege:ti Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedornan Pengelolaan Keuarigan Daerah , 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhi...· den gan 
Peraturan Men teri Dalam Negeri Norncr 21 Tahun '),Oll 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201.1 Nornor 310); 

1:5.	 Peraturan Menteri D 81am Negcrl Nomcr 52 Tahun 2012 
tentang Pedon:,?11 Pengelolaan Investasi Pemcrintah Dacrah 
(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Ncruor 754); 

16 .	 Peraturan Mel teri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan StandRr Akuntansi Pernerintahan 
Berbasi. Akrual T~<:d& Perr-e t intah Daerah (B,:-: 'ita Negara 
Republ ik Indonesia Tal.un 2C :~ 3 No rnor J ~·25 ) ; 

.l 7.reraturan Mer.teri Dalarn Nogeri Ncrnor 19 Tahun 2016 
t-ntang Pedoman I-Jentd o123.t :. Barang Milik Daerah [Beriia 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 j 6 Nornor 547); 
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MEMUTUSK:\l~ : 

PERNfURAN QURERKlP~ TENTANG PEDOMAN 
PZNGELOLAAN lNVES'l'ASI LANGSUNG PEMERINTAH 
DAEMH. 

BAB I 
lO:::TENTUAN UM UM 

P::'sal 1 

Dalam Peraturan Gt .berriur ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Femerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi La m p u n g 

2.	 Gubernur ada1ah Gubernur Lampung, 

3.	 Perangkat Daerah ad a lah u n sur pembantu Gu.berrrur dan 
Dewan Ferwaki.an Rakyat Daerah dalam penyelcnggaraan 
nrusan pemerirr.ahan ya n g rnenjadi kewcnarigan daerah. 

4.	 Investasi Pemerintah daerah adaJah penernpatan sej u rn lah 
dana dari/atau barang mil ik daerah oleh pemer.ntah daerah 
dalam jangka panjang untuk investasi pcm oclian surat 
berharga dan invec tr.s i Iangsurig, yang marnpu 
merigembalikan nilai pokok ditarubah dengan manfaat 

· ekonomi,	 sosial, danjatau manfaat lainnya dalam jangka 
waktu tertentu. 

5.	 Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan za tau 
pernberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk 
mernbiayai kegiatan usaua. 

6 .	 Penyertaan Modal Daerah daJam bentuk uang a dalah ber.ruk 
investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan 
mendapat hak kepernilikan. 

7.	 Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah adalah 
pengalihan kepemilikr.n barang rnilik daerah yare; sernula 
merupakan kekayaar: yang udak dipisahkan menjadi 
l.ekayaan yang dipisahkan untuk d iperhitu ngkan sebagai 
modal/ saham p imerintah daerah pacta Badan U ....:,aha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah a tau badan hukum 
iainnya y mg dirr.iliki ru.gara. 

8.	 Pernberian Pinjamar. adslah bentnk investasi pernerintah 
daerah pacta Badan .Jsa na Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, Koperas i, Pernerintah Provinsi lainnya, Pemerintah 
Kabupaten zKota , Bac1an Layarian Umurn Daerah milik 
Pernerintah Daerah lainnya dan Pemerintah 
Kabupaterr/Kota, masyarakat derigan hak memperoleh 
perigernbalian berupa pokok pinjaman, bu nga, dan / atau 
0iaya lainnya. 

9 ,	 Peraturan Daerah yan g selanjutnya dsebut Perda.. adalah 
peraturan pcrundang-undr.ugan ya ng dibentuk oleh DPRD 
dengan persetujuan bersama Guberli'ur. 

1C. lJengelola Investasi Pemerintah Daerah selanju·:nya 
disebut Pengelola investasi adalah Pejabat Perigclola 
l{.:~uangan Daer.ih seiaku Bendahara Umurn Daerah untuk 
.nvestasi dalarn bentuk uang dan Pejabat Pengelola Barang 
.mtuk investasi -Ial a.rn bentuk barang. 
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11.	 Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah adalah suatu 
proses (tata kelola) terkait dengan investasi pernerintah dae rah 
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan , penatausahaan, 
pelapcran pcrtanggu~" ,gjawaban dan pengawasan. 

12 .	 Perencanaan Invcsta ~ l Pemerintan Daerah adalah USLl18...l'"1 rencana 
investasi oleh pernerintah daerah setiap tahuri urituk 
pelaksanaan investas. tahur anggar.m beriku tnya. 

13.	 Pcnasihat Investasi »da ta h tenaga profesional dan iudependen 
balk berbentuk badan h ukurn niaupun tim yang memberikan 
nasihat danjatau rnasukan kepada pernerintah daerah rnengcnai 
pelaksanaan investasi pcmerintah daerah. 

14.	 Divestasi adalah penjualan kepemilikan Pernerintah Daerah baik 
sebagian atau keseluruhan kepada pinak lain. 

15.	 Perjanjiari Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka 
investaei langsung antara Pernerintah Daerah dengan pencrirna 
investasi. 

16 . Pemantauan adalah 'proses urituk rncnilai efektivitas pelaksanaan 
investasi pemerintah daerah . 

17.	 Bada.i Usaha adalah Badan Usaha swa.sta berbentuk 
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badriu Usaha 
Milik Daerah dan Kor erasi. 

18.	 Bada 1 Layanan UmUID Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD 
adnlah Perangkat Duera h atau unit kerja pada Perarigkat 
Daerah yang dibentuk u ntuk rnemberikan pelayanan kepada 
masyarakat b ~rupa penyediaan bar.mg danjatau jasa yang dijua.l 
taripa rnengutamakan mencar. keuntungan , (..l J.11 daJam 
melakukan kegiatannya didasarkan pacta prinsip efisiensi dan 
pn .d uktivitas . 

19.	 Perseroan Terbatas adalah badan hukurn yang merupa kan 
pcrseku ruan modal, didirikan berdasarkan perjanj ian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar yang se.u ruhnya terbagi 
dalarn saharn dan memenuhi persyaratan yang ditctapkan dalarn 
peraturan perundang-ur.dangan . 

20 , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah 
Provinsi Lampung, 

BAB 11 
RUANO LINGl<UP
 

Pasa12
 

Ruang lingkup pengelolaa ·1 investasi langsung meliputi : 
a. maksud dan tujuan investasi .angsung: 
.J . syarat tnVestkhi langsUng; 
c.	 bentuk investasi langsung, 
d.	 pelaksanaan investasi langsur.g; dan 
e.	 pcngawasan investasi langsung. 

Pemerintah ':'laerah dapat melakukan investasi Langsurig k epada : 

a. BLTMN~ 

J. BUi'ill); 

c. ba' Ian hukum swaeta; dan 

d. perarigkat c1aerah yang meriexapke,n ?PK-BLUD. 
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RABIE
 
MAKSUD DAN TUJUAN
 

Pasn14
 

(1)	 Maksud dan tujuan mvestasi Pemerintah Daerah adalah untuk 
memperoleh manfaat ekonorni, sosial. danj atau manfaa t lainnya. 

(2)	 Manfaat ekonomi sebagaimana dimaks.ud pada ayat (1) meliputi: 
a.	 keuntungan sej :..imlah tertentu dalarn jangka waktu terte ntu 

berupa devide ..i, bunga dan perturnbuhan n ilai BUMD ya n g 
rr.endapatkan I]~ Iestasi Pernerintah Daerah; 

b.	 peningkatan sejurnlah tertentu berupa jasa d an keunturigan 
bagi has] '. investasi dalam jangka waktu terteritu: 

c.	 peningkatan penerirnaan daerah dalam j a n gka waktu 
: '~1':eI1tU sebags.i akiba t la ngsung dari in vesta si yang 
bersangku tan; 

(3)	 Manfaa; sosial sebagaimana dirnaksud pada aya t (1) melipu ti: 

8.	 peningkatan sejumIah terteritu berupa penyerapan tenaga 
k r ja dalam jangka waktu tertentu sebagai a k ib a t langsung 
dari investasi yang bersangkutan; darr/ atau 

b.	 peuingkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari 
! westasi Pemerintah Daerali sesuai dengan indikator yang 
ditetapkan. 

(4}	 Manfaat lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat ~ 1) m elipu t i: 
a, . peningkatan dukungan terhadap pY"ogram pernerir.tah 

daerah; dan 

b.	 mempertahankan pengaruh pemerintah daerah yang 
strategis dan sig .iifika.n. 

Pasal 5 

Untuk merrcapai efektivitas Investasi Pcrierintah Dacrah ) rlda BUMN, 
BUMD/ swaeta,' BLVD, mvost.as. 'Jemf:Tjnta...~ Daerah d~;aksallakan 

berdasarkan prinsip-prinsip ckor.orni perusahaan ya n g trarisparan 
dan akuntabel. 

BAS IV 
SYARAT IJ\IVESTASl 

Pasal6 

Investasi Pemerintah daerah ya n g dirnaksudkan untuk mcmperoleh 
manfaat ekonorni, sosial dan rnanfaat lainnya sebagaimana Jimaksud 
dalam Pasal 4 dilakukan apabila: 

a.	 untuk investasi dengan tujuan memperoleh rnanfaar ekonomi 
dilakukan apabila f\FBD diperkirakan surplus darr/atau terdapat 
barang rnilik da.erah yang tidak diguria.kan dalam 
penyelenggaraan peruerintahan dacrah dan lebih optimal untuk 
diinvestaskan: dan 

b	 untul: investasi dengan tujuan mernperoleh manfaa L sosial dan 
mantaat lainnya cii' akul.an apabila tcrcapat terdapat arnanat 
d~"' ,1 arau periugasan bagi pcmerintah daerah berdasarkan 
peraturan perundang-un <l811t~ cl.l1. 
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fJj \E V
 
B t:.N.... 'U I( : N"\"ESTASI
 

Pasal 7 

Bentuk investasi langsung pernerinrah daerah ya it.u : 

a .	 penyertaa.i modal ; dan 

b .	 pernberian pinjaman. 

Pasa18 

Bentuk investasi langsung sebagairnana di rnaksud da lam Pasal 7 huruf 
a berupa uang dan I atau barang. 

Pasal 9 

Bentuk inve.stasi langsung seba gairn ana dirnaksud dalarn Pasal 7 huruf 
b 'oeru pa dana bergulir. 

Pasai 10 

?enyertaan modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasa l 7 huruf a, 
rncrupakan investasi jangka panja ng pernianen yang bertuj uan untuk 
dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada n iat untuk d iperjualbelikari 
atau tidak ditarik kembali. 

Pasal 11 

Pernberian pmjarnan sebacairnana dimaksud dalarn Pasal 7 h uruf b , 
rnerupakan invcstasi jangka panjang non permanen yang ber tuj ua n 
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk 
diperjualbelikan atau ditaril kembali , 

B!.B VI 
PELAKS .'\ NA/~N INVESTASJ 

Bagian Kesatu
 
Kewenangan clan Tariggurigjawab Oper.asiorral
 

Pasal 12 

(1)	 Keweriangan dan tanggung jawab operasional investasi pemerintah 
daerah dalam beniuk Hang dilakukan olen PPKb selaku Bendahara 
Umurn Daerah. 

(2)	 Kewenangan da.i tanggung j awab operasional investasi pemerintah 
daerar. dalam bentuk bas" ng dilakukan oleh Sekretaris Dacrah 
selaku ; lcn gelola Bararu; dan dapat d idelegasikan k epad a pernbantu 
pengclola barang daera u. 
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Bagian Ked ua 
Perencanaan lnvestasi 

Pasal 13 

(1)	 Perencanaan investasi harus berpeclornan pada Rencana 
Pernbangunar J angka Menengah Daerah (1~PJMD) atau 
tertuang dalam Ren eana Ker ja Perncrintah Da erah (RKPD). 

(2)	 Pengelola Investasi da.arn r.ienyusun perencanaan investasi 
pemerintah daerah dilengkapi dengan alasan dan 
pertimbangan berdasarkan dokumen hasil analisis inves tasi 
yang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi 
pernerintah daerah . 

(3)	 Pengelola investasi menyampaikan h asil ana lisa investasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat t2) kepada d-ubernur 
untuk mendapatkan persetujuan. 

Pasa} 14 

(1;	 Pengelola investasi rnenyusunan analisis investasi sebe lum 
melakukan investasi. 

(2)	 Analisis irive r.rasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan ole:'. Penasihat lnvestasi Pernerintah Daerah yang 
berbentuk bad an h ukum stan tim. 

(') . 

'-'J	 Badari huku in s eb.igaimana dirnaksud pada ayat (2) 
pengadaanny. -ses uai d cngan peraturan y-er u n d ang­
undar.gan. 

Tim sebagaimana dirnaksud pada aya t (2) ditetapkan 
derigan keputu san GubernUL 

(5)	 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri dari unsur 
perangkat daerah yang membidangi [per en cana an, 
lceuangan , penelitian dari pengernba.ngan , pengawasan, 
aset, dan perangkat dae:..ah terka it lainnya ), akadernisi 
dan tenaga ahli, 

Pasal 15 

(1)	 Untuk duduk dalam keanggotaan Tim sebagaimana 
dimaksud dal am Pasa l 14 , harus memenuh. persyaratan 
berpendidikai . formal Strata 1 (81 ) atau seta ra dengan 
jurusan ekorrorni, bisri is, keuangan , dan perpajakan serta 
bidang keahli an la innva sesu ai derigau k e uu t uh uri . 

(2)	 susunan keq.r:ggo!:aar. Tim terdi ri dari 
pengarah ' pembina'p':Daseh .rt, pcn anvgungjawab, 
koorcimator, ketua / wa k il kctua, sckretaris dan anggota . 

(3)	 Tim sebagaimana dirnaksud pacta ayat C:') mernpuuyai 
tugas pokok clan fur.gsi sebagai berikut: 
d.	 melakukan arialisa investasi terhadap rencana 

investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah 
daerah; 

b.	 memberil can sara n kcpacia pemerintah daerah ter k a i t 
dengan hasil analisa investasi; dan 
menyarnpaikan laporan h asil analisa investasi kepada 
Gubernur. 
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Pasal 16 

(1)	 Analisa investasi yang dilukukan oleh periasehat investas.i 
ur:-t u k . . mernperoleh manfaat ekonomi sebagaimana 
ditnaJ{s1.18 a~Ha1:il Pasal 4 , ptuiflg; §ecHKit fileh cak Up aspek 
keuangan perusnhaan, aspek operasiorial dan a spek 
hukum. 

(2)	 Analisa investasi yarig dilakukan oleh penasehai inves. tasi 
untuk mernp-roleh manfaat sosial dan m anfaat lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit 
mencakup as.oek operasional, aspek hukum dan aspek 
manfaat. 

Pasal : 7 

Biaya yang berkaitan dentan pelaksanaan anansis investasi 
dibebankan pada APBD Pernerintah Provinsi Larnpung pada 
Dokumen Pelaksa naan Anggaran (DFA} Badan Keuangan 
Daerah untuk investasi pemeriritah daerah berupa uang dan 
DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah untuk investasi 
pc.nerintah daera.i berupa barang rnilik daerah . 

Pasal	 18 

Inve stasi d~ Jam bentuk peny-.rtaan modal un tuk mern eriu hi 
modr l dasar BUMD i.dak pertu dilakukan analisa in ve stasi 
sc.ianjang telah dilakukan analisa kebutuhan daerah dan. 
analisa kelayakan bidarig usaha pada saat pcnyusunan 
peraturan daerah tentang pendirian BUMD . 

Pasal	 19 
(1)	 lnvestasi Per.eril-:'U~ }- ' Daeran dalam bentul , penyertaan 

modal berupa uaru; sebagai m ana dimaksud dalam Pasal 8 
dapat dianggarkan apaoila jumlah yang ak<111 disertakan 
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditctapkan dalam 
peraturan daerah ten tang pe nyertaan modal, 

(2)	 lnvestasi Pemerintai , D3.c~ · 0:,h dalam bentuk penyertaan 
modal berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 dapat dilakukan apabila barang yang akan disertakan 
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 
peraturan dae -ah tentang penyertaan modal. 

(3)	 Dalam hal penyer taar: modal dalam rangka pemenuhan 
kewajiban yang te lah tercantum dalam peraturan daerah, 
tidak perlu ditetapkan peraturan daerah tersendiri 
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal ters ebu t 
belum melebihi jumiah penyertaan modal. 

(4)	 Penyertaan r .iodal dalam rangka pcmenuhan kewajiban 
yang telah tercantum dalam peraturan daerah s-bagaimana 
dimaksud pat ' aya t (3) terlebih dahulu dilakukan anali s is 
kelavakan. 

(5)	 Dalam hal P emcrintah Daerah akan mena n-bah jurnlah 
penyeitaan modal mclebil.i jumlah anggaran penyertaan 
modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah 
tentang penyertaan modal, terlebih dariulu rnelakukan 
neru bahan atas »errturan ,~ ~ ,erah tentang penyertaan modal 
dan dilakukan analisis investasi. 
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?asa120 

(1)	 P~nyert8.an modal b crupa barang rnilik daerah sebagaimana 
dirna ksud dalam Pasal 8. dilakul.an dalam rangka peridirian, 
1Jeng~tfibahgai:i dan penihgkatAh KHierjii BadaJ'l Usaha Milil< 
Negara/Daerah atau oadan hukum lainnya yang dirniliki 
Neg:lra/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang­
undangan. 

1:2)	 Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pacta ayat(l), 
dilakukan den;~an pertimbangan: 

a .	 barang milik daerah yang dari awal pengadaannya se sua i 
dozumen penganggaran diperunrukkan bagi Badan Usaha 
;',1iEk Negaray Daerah atau badan hukum lainnya yang 
dimiliki negaray daerah dalam rangka penugasan pernerintah; 
atau 

b.	 barang rnilik daeah lebih optimal apabila dikclola oleh Badan 
Usaha Milik Negara /Daerah atau badan hukurn lainriya 
yarig dimiliki ncgara Zdaerah baik yang su da h ada maupun 
yang akan dibentuk. 

(3)	 Barang milik daerah yang telah disertakan dais m penyertaan 
modal icepada Badan Usaha Milik Negaraz Daerah atau badan 
h ukurn Jainnya yang dirnilik.i negaray daerah menjadi kekayaa n 
daerah yang dipisahkan . 

Pasal 2 ~ 

(1)	 Penye:taan modal pemerintah de.erah atas barang rnil ik d a.e ra.h 
dilakukan oleh Penge lola Sarang setelah rnendapat persetuju an 
oleh Gubernur; 

(2)	 Pcnyertaari modal perneriritah daerah atas bararig milik dacrah 
dapat berupa tanah dan! atau bangunan atau selain tanah dan 
atau bangunan; 

(3)	 Penetapan barang IT lik daerah yang akan diser cakan sebagai 
penyertaan modal p .imerintah daerah sebagaimana dimaksucl 
pacta ayat 2 dilakuka.i oleh Gubernur. 

Tata ccti'a ' petiyertaan medal pemerintah daerah atas barang rnilik 
daerah berpedornan pada keterituan dan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasal 23 

(1)	 lnvestasi Pemerintah Daerah berupa pernberian pinjaman 
sebngairnana dimaksud dalam Pasal 9, dianggarkan apabila jur.ilah 
yang akan disertakan dalarr: tah un anggarar, berkenaan tclah 
ditetapkan dalarn peraturan daerah tentang pernberian pinjarnan 
dengan berpedoman pada ketenruan perc turan perundang­
undnngan. 

(2)	 Pernberian pinjarnan dalam rangka pernenuhan kewajiban yang 
teI8J.1. tercantum da .srn peraturan daerah tentang pemberian 
pinjarnan pada tahun sebelurnnya, tidak perlu ditetapkar: peraturan 
daerah tersendiri sepr : ~an g jumlah anggaran pcmberian pinjarnan 
tersebut belum melebi. d jum't.h pcnye .taan m odal. 
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(':) \ 
v I '	 Pernberian pmjaman dalam rangka pemenuhan k cwaji ban 

yang telah ter.antum dalam peraturan daerah sebagairnana 
dimaksud pad i ayat (2) terlebih dahulu dilakukan analisis 
kelayakan. 

(4)	 Dalam hal pr.merintah daerah akan menarnbah jurnlah 
pemberian pir.jarnan .nclebil.i jumlah anggaran pemberian 
pinjaman yang telah d:tetapkan dalarn peraturan daerah 
tentang pemberian pinjaman , terlebih dahulu meiakukan 
perubahan a tas peraturan daerah tentang penambahan 
pemberian pinjaman yang berkenaan dan dilakukan 
a nal isis investasi. 

?asrd	 24 

Poraturan Daerah tentang penyertaan modal dan pernberian 
pir.jaman disu.sun dan ditetapkan sesuai dengan kaidah 
pcmoentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sek.urnrig-kurarrgnya m emuat rnaksud dan tujuan, bentuk 
investasi, besaran nilai investasi, dan tahun penyediaan 
anggaran. 

Pasal25 

Proses penyusunan peraturan daerah ten tang penyertaan m oda l 
dan pemberian pinjarnan sebagaimana pada p a sal 24 terlebih 
dahulu dilakukan analise .nvesr.as i. 

Bagian Kcdua 

Perjanjian lr.vesta si 

Pasal 26 

Pelaksanaan lnvestasi Femerintah Daerah dituangkan daJam 
pcrjanjian investasi yang d itandatangani oleh Gubernur dengan 
pirnpinan tertinggi penerima investasi sebagaimana dimaksud 
d6J am Pasal 3. 

rasal 27 

Materi muatan perjanjian investasi sebagaimana dimaksud 
da18."TI Pasal ~o, paling sedikitmernuat : 
a .	 para pihak: 
b.	 dasar pelaksa naan investasi ; 
c .	 tujuan inves.tasi; 
d.	 hak dan. kewa ibr.n ; 
e.	 taliUil anggarru1 uh iyt cLaar1 .nvestasi: 
f .	 besara 1 nilai investasi; 
g.	 persen case hak kepernilikan badan usaha untuk inves.tasi 

langsu n g dalam herr.uk peivertaan modal ; 
h.. jangka waktu d~.n/atau mekanisme pembayaran 

kernbali /pengerubalian pokok baiksebagian atau 
seluruhnya, bunga d an pernbayaran kewajiban lainnya 
untuk investasi langsung dalam berituk pernberian 
pinjaman; 

1.	 sanksi; 
J.	 penyelesaian per.. alisihan; J.G'J1 

k.	 monitoring, evalu as i dan pengawasan atas pelaksanaan 
in.. estasi. 
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Bagian Kctiga 
Pencairan Investasi 

Pa ~al 28 

Pencairan investasi pernerintan daerah dilaksanakan a ta s 
permohonan pencairan invcstasi yang diajukan oleh calon 
?,.'mer:im~ investasi sebagairnana dimaksud dalam perjanjian 
mvestasi. 

Pasal	 29 

(1)	 Permohonan pencairan investasi dituangkan dalarn 
bentuk surat permchonan pencairan investasi dan 
disampaikan kepada Gubernur melalui perigclola 
investasi. 

(2)	 Pencairan investasi sebagaimana dirnaksud pada aya.; (1) 
rlilaku kan sesuai dengan mekanisrne p engelolaan 
'ceuangan pemerintah dacrah. 

Bagian Kecmpat 
Pelaporar. Investasi 

Pasa130 

(I ) Penerirna investasi pernerintah daerah berkewajiban 
menyarnpaikan laporan kinerja usalia da n ki n erja 
keuangan sec ITa periodik per semester kepad., pengelo1a 
investasi puling larnbat 1 (satu) bulan seteiah akhir 
periode pclaporan, scdar.gl an Iaporan tah unan paling 
iambat 2 (du a) bul.:n setc lah akhir periouc pelaporan 
denga; ' tembusan «ep.«!a lnspektorat Daerah . 

(L) Lapore n kine-ja u saha dan kinerja keuangan t ahuna n 
sebagaimana dimaksu d pac.a ayat (1) rncncakup a spek 
surnber daya m ariusia d an administrasi, as. pek 
operasional, aspek pel anggan d an aspek kcuangan . 

( 
'J ',
0) Laporan tahunan uer.erima investasi s eb agaim a ria 

dimaksud pada aya t (11 adalah laporan yang tela h diaudit 
oleh Auditor Independen atau Kantor Aku..tan Publik. 

rasal 31 

Pengelola investasi berkewajiban menyusun dan 
mcnyampaikan laporan kegiatan Investasi Fernerin tah 
Daerah secan- periodik scmesteran dan tahur.an. 

Laporan semrsteran sebagaimana dirnaksu d pa da ay a t (1) 
disampaikan kepada Gubernur setiap a khir periode 
pelaporan ps .iing lr.m ba t 2 (dua) bulan setelah a khir 
periode pelaporan -iedangka n laport. r­ tahunan paling 
lambat setelah ?) l~jfa) bu lan setelah akri r periode 
pelaporan dengan tem uusan kepada Inspektorat Daerah; 

(3) Laporan kcgiatan Investasi Pernerintah Dacrah 
seb a ga im ana dirnak s ud P~,03 ayar (1) m encakup laporan 
.i>osisi pe :...iyertaan m od a l pernerintah daerah , koridisi 
11erusahaan/I~LUDpenerima investasi clan hasil investasi, 
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Bagian Kelima
 
Divestasi
 

Pasal Sz 

(1)	 Dalam hal Investasi Pernerintah Daerah diperkirakan tidak 
rnenguntungkan darr / atau merugikan, Pemerintah Daerah 
dapat melakukan divestasi. 

(2)	 Divestasi Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan ha sil analisis Penasihat Investasi. 

(3)	 Divestasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berupa 
penjualan kepernilikan investasi langsung. 

PasaJ.33 

Penjualan keperunkan investasi langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 avat (1) berupa kepernilikan atas: 

a.	 penyertaan modal, dar./atau 
b .	 pembe 'ia n pinjarnan. 

Pasa134 

(1)	 Kepernilikan atas penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, berupa modal saham. 

(2)	 :~epehii1ill: ah atas pem ber'lan piDjamah sebagai ma na 
dimaksud dalam Pasal :)3 huruf b oeru pa kepernilikan 
atas piutang R.:aU h ak tagih. 

Pasa135 

(1}	 Penjualan kepernilikan atas penyertaan modal 
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 33 huruf b , 
dilakukan der.gan cars penjualan hak kepernilikan kepada 
pihak lain. 

(2)	 Perijualari l.epernilikan atas pemberian pmjaman 
sebagairnana dim aks.i d pad.. ayat (l L dilaktkan dengan 
cara pemindahr.n pivtar.g atau hale L gih untuk 
memperoleh l ak pokok pinjaman,bunga dan,' atau biaya 
lainnya kepada pihak lain. 

Pasa1 36 

Pcnj ualan kepemilikan ir.vestasi langsung berupa penjualan 
kepermlikan atas penyer taan modal dan/ atau penjualan 
kepernilikan atas piutang atau hak. tagih sebagaimaria dirnaksud 
dalam Pasal 35, dilaksanakan dengan berpedornan pada 
ketentuan penj ualan kepemiiikan atas penycrtaan modal 
dan,' atau penjualan kepernilikan atas piutang atau hak tagih. 

Pasa137 

(l)	 Hasil divest. .si atas penyertaan modal merupakan 
pcnerirnaan (' :1.eraJ: yang bersumber dari hasil penjualan 
kekayaan d -ierah yang dipisahkan dan s.eluruhnya 
diseiorkan ke kas C, Sl'~[::ih, 
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(2) Hasil. divectasi atas pemberian pinjarrian ruer'u paka.n 
penenmaan o aerah yang bersurnber dari h asil pcnerimaan 
kernbali per.rncrian pinjarnan dan seluruhnva disetorkan 
ke kas daerah. -

n)\ , .~ Biaya 'lang diperl u kan sehu bu ri ga n pelaksanc,a (1 divestasi 
ciiangg xrkan dan diteba n ka n pacta APSD Provinsi 
Lampung berdasarkan prinsip kewajaran , transparans i 
dan akuntabilitas 

Bagian Keenam 
Basil Investasi 

Pasal 38 

(l j 3agi8Yi laoa dafi hasi! i3elaksailaan itlv ~ sta si ya n g menjadi 
hak pemerintah daerah d isetorkan ke pernerintah dacrah 
melalui kas daerah dar; climasukkan dalam laporan 
real isas i APBD sebagai Pendapatan Ash Daerah. 

(2! Bagian laba dari hasi l pelaksanaan investasi t ida k dapat 
langsung dija.iikan penarnbahan investas i baik investasi 
dalam penyert.ian modal rnaupun pernberian pinjarnan. 

BAB v 
PEN'J (\\,\iASAN INVESTASI 

(1)	 In s p ektora t Daerah sebagai aparat pengawasan intern 
~ehie:tirt t ah provirrsi melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan Invcstasi Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan Gubernur. 

(2)	 Hasil pelaksaiaan periga wa san sebazairnana dirriaksud 
pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur dengan 
ternbusan kepada Pengelola Investasi. 

Pasal	 40 

(1)	 Perigawasan sebagairnana dimaksuc 
ayatt l ] dilaku l.an p emantauan berupa: 

a. pemanta. ian be rkelanju tan : 
0. evaluasi terp isal .; dan 
c. tindak lanjut na s.! per.gawasan. 

dalarn Pasal 39 

( ~)	 Pemantauan berkelanj utan sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) huruf a, di selenggarakan melalui kegiatan rutin, 
eupervisi, pembaridin gan, i-.kon s ilia s i, d an tindakan lain 
vang terkait dalam pelaksanaan tugas. 

(3)	 2valuasi terpisah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf b, diselcnggarakan melalui reviu , dan pengujian 
efektivitas investasi pemerintah daerah. 

(4)	 Tindak lanj ..it hasil pengawasan sebagairnana dirna k su d 
pacta ayat (1) huruf C , diseieriggarakan m elalui monitoring 
pelaksanaan rekornendasi atas hasil pengawasan. 
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BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa1 41 

(1)	 Pada saa t Peratu ran Gubem u r in i rn ula i berlaku , In vestasi 
Pernerin tah Daerah ya n g tela h di laksanakan sebelu rn 
Pera tu ra n Gubemur in i, tetap berlaku sepa nja n g belurn 
diga nti da n tida k bertentangan dengan ketentua n da la rn 
Pera tu ran Gu bem u r in i. 

(2)	 In vestasi pernerintah daera h yan g sudah a da a tau telah 
dila ksan a kan , agar dilaku kanpenyes ua ian palin g lamba t 
l (satu) tahun sejak Peratu ran Gu bern ur in i diu nda n gkan . 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa142 

Peratu ran Gubernur mi rnu la i berl aku pada tangga l 
diunda ngka n . 

Agar setiap orang dapat rnen getah u inya , memerintahkan 
pengun da n gan Peraturan Gubern ur in i dengan pen em pa ta nnya 
dalam Berita Daera h Provin s i Larnpu n g. 
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